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PANGLIMA TNI TUGASKAN PT INTI (PERSERO) SUPLAI BELANJA
PRODUK DAN SOLUSI UNTUK GENJOT TKDN PERTAHANAN

JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika
Perkasa menugaskan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (“PT INTI
(Persero)”) untuk menyuplai belanja produk dan solusi demi menggenjot
tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sektor pertahanan pada tahun
anggaran 2023. Hal tersebut mengingat belanja pemerintah saat ini
mayoritas masih berasal dari pengadaan luar negeri.

“Alhamdulillah  kami mendapat mandat untuk meningkatkan TKDN
pertahanan sekaligus ambil bagian dalam mewujudkan kemandirian industri
dalam negeri,” ungkap Direktur Utama PT INTI (Persero) Edi Witjara, Kamis

(10/M).

Keterlibatan PT INTI (Persero) dalam agenda TNI untuk menekan angka
belanja luar negeri itu merujuk pada Surat Keputusan Menteri Pertahanan
Nomor SP/127/X11/2020/DJPOTPT yang menjadi dasar bahwa perusahaan
pelat merah tersebut secara resmi terdaftar serta memenuhi syarat sebagai
industri pertahanan untuk produk dan jasa pemeliharaan pertahanan serta
keamanan peralatan. Hal itupun selaras dengan komitmen TNI untuk

menekan angka ketergantungan impor, sesuai dengan instruksi Presiden

Republik Indonesia Joko Widodo.




Komitmen tersebut pun telah diinisiasi melalui pertemuan yang diadakan
Kamis, 15 September 2022, di Kantor Sub Detasemen Markas Besar TNI. Pada
momen yang dihadiri oleh pejabat teras Markas Besar TNI dan PT INTI
(Persero) tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa secara langsung
menugaskan PT INTI (Persero) untuk dapat menyokong upaya peningkatan
TKDN sektor pertahanan melalui inovasi produk dan solusi bermuatan
kandungan lokal yang tinggi, sekaligus mendigitalisasi proses yang berjalan
di TNI.

Rencananya, mandat strategis tersebut akan direalisasikan melalui
pemberian solusi terkait produk analisis pengenalan wajah serta teknologi
informasi dan komunikasi, sistem komunikasi radio & satelit, fasilitas
perbaikan & pemeliharaan, serta solusi lainnya. Solusi tersebut dieksekusi
lewat perangkat sistem bertajuk Visitor Management System yang memiliki
sejumlanh fitur berikut:

e-KTP Validation and Verification

Face Capturing and Body Temperature Check

Employee Attendance

Visitor Tracking History
= Real Time Tracking

Visitor Management System ini merupakan pengembangan solusi dari
produk e-KTP Reader yang telah mengantongi sejumlah sertifikasi yang

belum dimiliki oleh produk sejenis, yaitu:

1) Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Nomor : 2842/SJ-
IND.8/TKDN/6/2021.

2) Sertifikasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor
007/P1/UJ1.01/09/2021

3) Sertifikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor
01/PTE/HU/02/2021.




Sertifikasi tersebut menjadikan PT INTI (Persero) sebagai satu-satunya badan
usaha milik negara (BUMN) yang memiliki izin dari Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber
dan Sandi Negara, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk
memproduksi e-KTP Reader, yang menjadi unsur utama solusi Visitor
Management System.

Solusi Visitor Management System inipun diujicobakan di Gedung Kantor
Panglima TNI selama satu bulan hingga 23 November 2022, dengan target
bahwa TNI akan mendapatkan gambaran proses identifikasi kependudukan
dan pengenalan wajah dari setiop pengunjung yang memasuki area
kewilayahan TNI.

“Harapannya, solusi ini menjadi pendukung dalam mewujudkan keamanan
area kewilayahan TNI,” ujar Edi Witjara.

Pemerintah telah menetapkan alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L)
senilai Rp993,2 triliun dalam Buku Il Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) 2023. Dari jumlah tersebut, berdasarkan Himpunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L yang dirilis oleh Kementerian
Keuangan, pagu Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2023
direncanakan sebesar Rpl131,92 triliun, yang digunakan untuk pemenuhan
Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp34,1382 triliun, dan sisanya dialokasikan
untuk pemenuhan kegiatan strategis lainnya pada program-program
sebagai berikut:

* Program Pelaksanaan Tugas TNI sebesar Rp3.632,1 miliar,

= Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit sebesar Rpl12.338,7

miliar,

= Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan

sebesar Rp35.195,8 miliar,

= Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan sebesar Rp333,3 miliar,




= Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan Rp607,9

miliar,
= Program Dukungan Manajemen Rp79.794,2 miliar.
*= Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan Rp24,7 miliar.

Selanjutnya, Panglima TNl Jenderal Andika Perkasa pun telah
mengungkapkan bahwa TNI mendukung secara penuh dan konkret atas
upaya PT INTI (Persero) sebagai perusahaan negara yang secard
berkelanjutan terus meningkatkan tingkat kandungan lokalnya, dengan
berkomitmen untuk melakukan pembelanjaan produk dan solusi yang
disampaikan oleh PT INTI (Persero). Rencananya, selain Visitor Management
System, PT INTI (Persero) akan mendukung solusi bidang pertahanan melalui
sejumlah perangkat sistem berikut:

= Border Surveillance System
» Digital Radio Communication System
» National Satellite Communication System

=  MRO Oerlikon Skyshield Air Defence

TENTANG PT INTI (PERSERO)

PT INTI (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki lini
bisnis di bidang System Integrator, Manufacture, dan Digital. Untuk
mendukung bisnisnya, PT INTI (Persero) yang berkantor pusat di Jalan Moch
Toha Nomor 77 Bandung itu juga mengoperasikan fasilitas produksi seluas
delapan hektar di Jalan Moch Toha Nomor 225 Bandung, yang memproduksi

perangkat telekomunikasi dan elektronik.
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Untuk informasi lebih lanjut:

Vice President Sekretaris

Pengembangan Bisnis
Rizgi Ayunda Pratama

Phone: +62 813-6767-9458

Email : rizgi.pratama@inti.co.id
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